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ABSTRAK 

 

Skripsi ini berjudul Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Fisik di Lingkungan Rum 

ah Tangga yang Menimbulkan Luka Berat (Studi Putusan Nomor 

388/Pid.Sus/2024/PN.Bpp dan Putusan Nomor 1017/Pid.Sus/2024/PN.Plg). Penelitian 

ini dilatar belakangi karena implementasi upaya pemulihan bagi korban kekerasan 

rumah tangga belum optimal, khususnya korban yang mengalami luka berat akibat 

kekerasan fisik. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah 1. Bagaimana 

perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga pada hukum 

positif di Indonesia? 2. Bagaimana perlindungan hukum berupa pemulihan korban 

kekerasan fisik di lingkungan rumah tangga yang menimbulkan luka berat pada studi 

putusan 388/Pid.Sus/2024/PN.Bpp dan putusan nomor 1017/Pid.Sus /2024/PN.Plg? 

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan 

perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 

perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia 

masih menghadapi berbagai kendala, baik dalam penegakan hukum maupun dalam 

pemulihan korban. Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah mengatur perlindungan bagi 

korban KDRT, namun pada kenyataannya masih banyak hak-hak korban belum 

sepenuhnya terpenuhi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkawinan merupakan hal sakral dengan melibatkan Tuhan sebagai 

pondasinya. Tentunya tujuan semua orang menginginkan rumah tangga yang 

damai, tentram, dan Bahagia seperti yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa  Perkawinan adalah 

hubungan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai 

pasangan suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis 

dan abadi berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.1 

 Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa tujuan dari perkawinan yakni 

membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal dengan melibatkan 

Tuhan di dalamnya, suami dan istri harus saling menghormati perkawinan 

tersebut. Dalam menjaga agar hubungan perkawinan tersebut maka suami dan 

istri harus selalu belajar untuk mengontrol dan mengendalikan diri. Kerukunan 

dalam rumah tangga akan terganggu jika suami ataupun istri tidak bisa 

mengendalikan dirinya, hal tersebutkan dapat menimbulkan ketidakharmonisan 

 
1  Indonesia, Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, UU No. 16 Tahun 2019, LN No. 186. TLN No. 6401, Ps. 1. 
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rumah tangga hingga memicu perselisihan berkelanjutan dan berujung dengan 

tindakan kekerasan dalam rumah tangga.2 

 Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan rumah tangga 

merupakan segala tindakan yang ditujukan kepada seseorang khususnya 

perempuan, yang mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan secara fisik, 

seksual, psikologis, dan/atau penelantaran dalam rumah tangga termasuk pula 

ancaman melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kebebasan secara 

melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga.3 

 Kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi ditengah-

tengah masyarakat, yang menjadi korban berasal dari semua kalangan 

masyarakat seperti masyarakat sosial bawah, masyarakat sosial menengah, dan 

masyarakat sosial tinggi. Kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya 

menimpa anak, istri, dan suami namun bisa juga terjadi pada orang yang tinggal 

dalam lingkungan keluarga tersebut seperti pembantu rumah tangga.4 

 Di Indonesia kekerasan dalam rumah tangga masih merupakan 

fenomena yang terabaikan karena masyarakat sosial masih kental menganut 

patriarki, sebagian besar yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga 

 
2 Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis 

Viktimologis, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 65. 
3 Indonesia, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU No. 23 

Tahun 2004. LN No. 95, TLN No. 4419. Ps. 1. 
4  Rena Yulia, Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Kejahatan, (Yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2010), Hlm. 1. 
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adalah para kaum perempuan (istri) dan pelaku yang melakukan kekerasan 

tersebut adalah suami, namun para istri biasanya akan menutup-nutupi 

kekerasan tersebut karena merasa hal tersebut adalah aib atau ranah privasi di 

dalam rumah tangga yang seharusnya tidak boleh diketahui oleh orang lain.5 

Keadaan ini digambarkan seperti gunung es, hanya sebagian kecil kasus 

kekerasan pada lingkup rumah tangga yang terungkap ke publik dan 

kebanyakan kasus lainnya terpendam.6 

 Tindak kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi terhadap istri 

dikarenakan bahwa masyarakat atau budaya yang mendominasi adalah 

patriarki, telah diyakini laki-laki merupakan superior sedangkan perempuan 

pihak inferior yang dapat ditindas, hal ini membuat laki-laki dibenarkan dalam 

menguasai dan mengontrol perempuan.7 Terdapat juga stereotip sosial yang 

sudah melekat sejak dulu bahwa perempuan dianggap lemah sedangkan laki- 

laki dianggap kuat sehingga terdapat pandangan memukul istri merupakan 

penerapan dari sifat superior yang dimiliki laki-laki.8 

 Beberapa faktor mengapa istri masih tahan untuk tidak meninggalkan 

hubungan dengan pasangan yang telah melakukan kekerasan, yaitu 

 
5 Mariyawati,َّetَّal.َّ“PendampinganَّTerhadapَّPerempuanَّPekerjaَّKorbanَّKekerasanَّDalamَّ

RumahَّTanggaَّdiَّKabupatenَّBanyumas”,َّJurnal Analisa Sosiologi (April 2023), hlm. 324.  
6 HasudunganَّSinaga,َّ“MengungkapَّRealitasَّdanَّSolusiَّTerhadapَّKekerasanَّDalamَّRumahَّ

Tangga”, IBLAM Law Review (Januari 2022), hlm. 194.  
7 AnaَّRochayatiَّNurَّFaisyahَّdanَّNurusَّSa’dah,َّ“PerempuanَّdanَّKekerasanَّDalamَّRumahَّ

Tangga”,َّJournal of Islamic Guidance and Counseling (Juni 2022), hlm. 29. 
8 Musiana, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Terkait Kekerasan Terhadap 

Istri)”, Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama (Juni 2021), hlm. 80. 
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bergantungnya ekonomi istri kepada suami, istri takut terhadap ancaman dari 

suami dan adanya campur tangan pihak keluarga. Faktor lainnya adalah tidak 

ingin berpisah dengan anak jika hubungan rumah tangga telah usai. Beberapa 

istri juga akan merasa malu jika harus cerai dengan suami dan dicap sebagai 

janda.9 

 Banyak istri tidak ingin berpisah karena masih mencintai suaminya. 

Setelah melakukan kekerasan biasanya suami akan meminta maaf, memohon 

ampun juga memberikan kasih sayang dan perhatian yang lebih. Hal inilah yang 

membuat istri berpikir mereka akan berubah serta tidak akan menyakiti lagi. 10 

Karena inilah banyak sekali istri tidak melaporkan suaminya yang telah 

melakukan kekerasan, bahwasanya diketahui bahwa tindak pidana kekerasan 

dalam rumah tangga merupakan delik aduan yang berarti tindak pidana tersebut 

hanya bisa diproses apabila adanya pengaduan dari korban tindak pidana 

tersebut, bahkan keluarga dan pihak lain tidak bisa melaporkan secara langsung 

kekerasan yang telah dialami oleh korban tanpa persetujuannya.11 

 Seperti kasus yang tengah viral di media sosial pada bulan agustus 

2024, seorang selebgram wanita mengunggah video CCTV berisikan kekerasan 

 
9 Rosma Alimi dan Nunung Nurwati, “FaktorَّPenyebabَّTerjadinyaَّKekerasanَّDalamَّRumahَّ

TanggaَّTerhadapَّPerempuan”, Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (April 2021), 

hlm. 24. 
10 HerlianaَّRahman,َّSittiَّSyawaliahَّGisminَّdanَّSriَّHayati,َّ“DinamikaَّForgivenessَّPadaَّIstriَّ

KorbanَّKekerasanَّDalamَّRumahَّTanggaَّ(KDRT)”,َّJurnal Psikologi Karakter (Juni 2024), hlm. 153. 
11Adindaَّ Apriliaَّ Kartika,َّ “Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana KDRT yang 

Dilakukan Oleh TNI yang Berpengaruh Terhadap Psikis”,َّJurnal Kajian Sosial, Politik dan Hukum 

(September 2024), hlm. 320. 



5 

 

 

 

yang dialaminya melalui akun Instagramnya. Dalam video tersebut selebgram 

tersebut menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh 

suaminya. Terlihat bahwa Armor Toreador(25) suaminya melakukan 

penganiayaan kepada Cut Intan Nabila(23) bahkan perbuatan suaminya 

tersebut mengenai anak mereka yang masih bayi. Dalam keterangan pada 

unggahan melalui akun Instagram korban mengatakan bahwa itu bukan pertama 

kalinya kekerasan yang dialami olehnya, korban pun mengatakan bahwa 

dirinya bertahan karena anak.12 

 Pada tahun 2024 di Indonesia tercatat 31.947 total kasus kekerasan, data 

dimuat berdasarkan data dari aplikasi Sistem Informasi Online Perlindungan 

Perempuan dan Anak (Simfoni PPA). Dari total kasus kekerasan tersebut, 

mayoritas korban adalah perempuan dengan total 27.658 dan data menunjukan 

bahwa korban perempuan kekerasan berdasarkan tempat kejadian paling 

banyak terjadi dalam lingkungan rumah tangga. 13 

 

 

 

 

 
12 Kompas.com:َّ“RangkumanَّKasusَّKDRTَّCutَّ IntanَّNabila,َّKiniَّDimintaَّCabutَّLaporanَّ

olehَّKeluargaَّSuami”, diakses https://www.kompas.com/tren/read/2024/08/16/181500765/rangkuman-

kasus-kdrt-cut-intan-nabila-kini-diminta-cabut-laporan-oleh?page=all#, pada 5 September 2024. 
13  Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Sistem 

Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), di akses https:// 

kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan, Pada 5 Januari 2025.  

https://www.kompas.com/tren/read/2024/08/16/181500765/rangkuman-kasus-kdrt-cut-intan-nabila-kini-diminta-cabut-laporan-oleh?page=all
https://www.kompas.com/tren/read/2024/08/16/181500765/rangkuman-kasus-kdrt-cut-intan-nabila-kini-diminta-cabut-laporan-oleh?page=all
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Grafik 1. 1 

Data Jumlah Korban Perempuan berdasarkan Tempat Kejadian 

 

Sumber : Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak. 

Dalam grafik diatas menjelaskan jumlah korban kekerasan yang dialami 

oleh perempuan berdasarkan tempat terjadinya kekerasan. Tercatat dalam data, 

korban yang paling tinggi adalah korban kekerasan pada rumah tangga yakni 

sebanyak 17.494. selanjutnya menampilkan jumlah korban lainnya seperti 

fasilitas umum 2.473, sekolah 1.234, tempat kerja 416, lembaga pendidikan 

kilat 96, dan lainnya 5.945. Ini menjelaskan bahwa KDRT merupakan salah 

satu isu yang sangat mendesak dalam masyarakat. Data menunjukan 

pentingnya perhatian lebih terhadap perlindungan dan pemberdayaan 

perempuan dalam lingkungan rumah tangga.14 

 
14 Ibid.  
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Permasalahan kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya persoalan  

yang terjadi di negara Indonesia saja, melainkan persoalan ini merupakan isu 

yang sangat genting dan menjadi sorotan Internasional. Menurut data pada 

World Health Organization pada tahun 2024, lebih dari seperempat Perempuan 

berusia 15 sampai 49 tahun yang telah menjalin hubungan pernah menjadi 

korban kekerasan fisik dan seksual oleh pasangannya setidaknya sekali dalam 

seumur hidup mereka. Data menunjukan kekerasan berkisar 20% di Pasifik 

Barat, 22% di Negara-negara berpendapatan tinggi dan Eropa, 25% di Amerika 

hingga 33% di Kawasan Afrika, 31% di Kawasan Mediterania Timur, dan 33% 

di Kawasan Asia Tenggara. Secara global pembunuhan terhadap perempuan 

sebanyak 38% dilakukan oleh pasangannya, kekerasan ini sebagian besar 

dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan.15  

Kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan merupakan 

fenomena global yang terjadi di berbagai belahan dunia, baik di negara maju 

maupun berkembang. Meskipun banyak negara telah berupaya maksimal untuk 

mengendalikan dan meminimalkan kasus kekerasan ini melalui berbagai 

pendekatan, tidak sedikit pula negara yang justru mengabaikan kenyataan 

tersebut. Isu ini telah menjadi permasalahan universal yang membutuhkan 

perhatian serius dari semua pihak. 16 

 
15 World Health Organization, “ViolenceَّAgainstَّWomen”, diakses https://www.who.int/news-

room/fact-sheets/detail/violence-against-women, pada 5 September 2024. 
16 CyprianَّChinwo,َّ“AَّComparativeَّCaseَّStudyَّofَّDomesticَّViolenceَّAgaintَّWomenَّinَّIranَّ

andَّMalaysia”,َّNovelty Journals (Juni 2021), hlm. 42. 

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women
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 Kasus kekerasan dalam rumah tangga semakin hari semakin meningkat, 

maka diperlukan upaya pencegahan dan untuk menanggulangi kekerasan dalam 

rumah tangga dibutuhkan perangkat hukum dan regulasi yang mengaturnya, 

pemerintah merespon dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang disahkan 

pada tanggal 14 September 2004. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang ini 

diharapkan menjadi solusi untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana 

kekerasan dalam rumah tangga.17 Peraturan ini dibuat sebagai payung hukum 

bagi korban yang mengalami kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Dimana, 

awalnya KDRT dianggap sebagai wilayah privat yang tidak boleh dimasuki 

oleh orang yang berasal dari luar lingkup rumah tangga. 

 Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga, membawa kabar bahagia bagi korban yang 

mengalami kekerasan dalam rumah tangga khususnya Perempuan. Undang-

Undang ini diharapkan mampu memberikan efek jera bagi pelaku dan juga 

kesadaran korban untuk melaporkan kepada pihak berwajib atau aparat penegak 

hukum jika terjadi tidak kekerasan dalam rumah tangga. Penerapan pada 

peraturan ini memerlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat agar 

tingkat kekerasan dalam rumah tangga menurun.18 

 
17 Sarah Nadya & Nursiti,َّ“TinjauanَّKriminologisَّKDRT dan Upaya Penanggulangannya di 

KabupatenَّPidieَّJaya”,َّJurnal Ilmiah Mahasiswa (Februari 2019), hlm. 42. 
18 IGN. Partana Mandala, “PerlindunganَّHukumَّTerhadapَّKorbanَّKekerasanَّDalamَّRumahَّ

Tangga Sebagai Implementasi Hak-HakَّKorban”, Jurnal Analisis Hukum (April 2019), hlm. 50. 
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 Permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, maka 

penelitian ini mengambil salah satu kasus yang akan dikaji yaitu Putusan 

Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN. Bpp dan Putusan Nomor 1017/Pid.Sus/2024/PN. 

Plg. Kasus tindak pidana KDRT yang terjadi pada korban pada Putusan Nomor 

388/Pid.Sus/2024/PN.Bpp dan Putusan Nomor 1017/Pid.Sus/2024/PN.Plg. 

menjerat pelaku dengan Pasal 44 ayat (2) dikarenakan korban mengalami luka 

berat. Pemilihan Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN.Bpp dan Putusan 

Nomor 1017/Pid.Sus/2024/PN.Plg dalam penelitian ini terletak pada perbedaan 

latar belakang peristiwa kekerasan, karakter pelaku, dan bentuk penanganan 

hukumnya. Kedua kasus sama-sama menimbulkan luka berat pada korban 

namun menunjukkan perbedaan dalam perlindungan hukum, proses peradilan, 

dan pertimbangan hakim, sehingga dianalisis guna menilai efektivitas 

perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, dengan 

membandingkan kedua putusan tersebut penelitian ini bertujuan untuk melihat 

apakah terdapat kesamaan atau perbedaan dalam penerapan Pasal 44 ayat (2) 

UU PKDRT. 

 Adapun kasus posisi pada Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN.Bpp 

sebagai berikut :  

 “Berawal dari hari rabu tertanggal 24 april 2024 sekitar jam 13.30 wita 

bertempat di Jalan Regency Cluster Valencia blok K2, No. 2, RT. 61, Kelurahan 

Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan. Bahwa 

antara terdakwa dan saksi korban merupakan pasangan suami istri yang sudah 

menjalani rumah tangga selama 7 (tujuh) tahun. Pada hari Rabu tanggal 24 

April 2024 sekitar jam 13.30 wita, saat itu terdakwa sedang bermain dengan 

anak-anaknya dirumah kemudian datang saksi korban pulang dari Pengadilan 
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Agama untuk mengajukan perceraian dengan terdakwa, kemudian terdakwa 

mengajak saksi korban untuk membawa anak-anak mereka bermain di Plaza 

Balikpapan sekalian membicarakan tentang gugatan perceraian yang diajukan 

saksi korban terhadap terdakwa tapi saksi korban menolak dan akhirnya mereka 

terlibat adu mulut, kemudian terdakwa menjambak rambut lalu memaksa dan 

menarik masuk saksi korban ke dalam dapur rumah, setelah itu terdakwa 

mengambil sebuah pisau dapur lalu mengancam akan bunuh diri dan 

membunuh saksi korban dengan harapan agar saksi korban mau merubah 

keputusannya untuk tidak bercerai dengan terdakwa namun saksi korban tetap 

ingin bercerai, sesaat itu juga terdakwa menusuk saksi korban dan mengenai 

pelipis mata sebelah kiri hingga terluka dan berdarah lalu saksi korban berusaha 

menangkis sehingga jari tangan kiri saksi korban terkena pisau hingga terluka 

dan berdarah lalu terdakwa mencekik saksi korban hingga saksi korban 

kesakitan, kemudian terdakwa memukul saksi korban beberapa kali di bagian 

kepala dan membenturkan kepala saksi korban ditembok rumah hingga kepala 

saksi korban memar, setelah itu terdakwa menyekap saksi korban dengan 

tangannya untuk tidak keluar rumah, lalu saksi korban meminta tolong 

terdakwa untuk membawanya ke rumah sakit dan saat itu juga terdakwa 

membawa saksi korban ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. 

Selanjutnya setelah dilakukan perawatan dan diopname selama tiga hari 

kemudian saksi korban melaporkan kejadian yang dialaminya ke pihak 

berwajib hingga terdakwa dilakukan penangkapan.19” 

Dalam kasus di atas Jaksa Penuntut Umum melakukan penuntutan 

terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) 

bulan karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 

melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah 

tangga yang mengakibatkan luka berat” sesuai dakwaan Pasal 44 ayat (2) 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga,20 kemudian dalam Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN.Bpp 

 
19 Pengadilan Negeri Balikpapan, Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN.Bpp., hlm. 3.  
20 Indonesia, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga , UU No. 23 

Tahun 2004, LN No. 95, TLN No. 4419. Ps. 44 ayat (2). 
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Hakim menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melakukan 

kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan luka berat. 

Hakim memvonis dengan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 

4 (empat) tahun.  

Sementara kasus posisi pada Putusan Nomor 1017/Pid.Sus/2024/PN. 

Plg sebagai berikut :  

“Bahwa bermula pada hariHari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira jam 

00.45 Bertempat Jl.Sako Raya, Lrg.Janur Bedeng Latifah, Kel.Sako Baru Kec. 

Sako Palembang saksi korban sedang berada di ruang tamu tidur bersama 

dengan kedua anak saksi korban lalu terdakwa datang tanpa busana membuka 

celana saksi dan mengajak berhubungan badan namun ditolak oleh saksi korban 

sehinggaَّ emosiَّ terdakwaَّ memuncakَّ sambilَّ berkataَّ “MATIَّ KAU”َّ danَّ

mencekik leher saksi korban dengan kedua tangannya kemudian terdakwa 

membungkam mulut saksi korban sambil menariknya sejauh kurang lebih 3 

(tiga) meter kemudian saksi korban menyuruh anak saksi membuka pintu 

sehingga saksi korban berlari keluar meminta tolong warga sekitar setelah saksi 

korban berlari ke arah jalan buntu dan terdakwa mengejar saksi korban 

kemudianlangsung menikam/menusuk saksi korban dengan menggunakan 

senjata tajam jenis pisau di bagian pundak belakang dan di depan di bagian 

dada, tangan kanan, kiri, di pelipis kiri dan pipi saksi, serta di kaki kanan saksi 

di bagian dengkul, di bagian kaki kiri bawah lutut, ditusukan sebanyak 8 

(delapan) kali tusukan. Setelah itu saksi korban berusaha menangkis tusukan 

dari terdakwa menggunakan tangannya dalam posisi sudah tergeletak 

berlumuran darah, kemudian terdakwa pergi namun kembali lagi dengan 

membawa senjata tajam jenis parang dan langsung membacokkan ke badan 

saksi korban kebagian pundak belakang, paha, perut, dan di bagian tangan saksi 

korban sebanyak sekira kurang lebih 10 (sepuluh) kali. Bahwa akibat dari 

perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami luka tusukan di bagian dada, 

punggung belakang, pelipis sebelah kiri dan kanan, luka tusukan di bagian kaki 

kanan dan kiri, serta luka bacok di bagian perut, paha dan sekujur tubuh, serta 

memar berdarah sekujur tubuh, tangan, kaki, lecet memar berdarah, saksi juga 

mengalami opname selama satu minggu.21” 

 

 
21 Pengadilan Negeri Palembang, Putusan Nomor 1017/Pid.Sus/2024/PN.Plg., hlm. 3.  
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Dalam kasus di atas Jaksa Penuntut Umum melakukan penuntutan 

terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) 

bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 6 (enam) 

bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan karena terdakwa 

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 

“melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga 

mengakibatkan luka berat” sesuai dakwaan Pasal 44 ayat (2) Undang-undang 

Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah 

Tangga22, kemudian dalam Putusan Nomor 1017/Pid.Sus/2024/PN.Plg Hakim 

menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melakukan perbuatan 

kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan luka berat. 

Hakim memvonis dengan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 

3 (tiga) tahun. 

Berdasarkan pada latar belakang yang telah penulis uraikan, maka 

penulis tertarik menganalisis dan mengkaji secara ilmiah, selanjutnya akan 

dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum 

Korban Kekerasan Fisik di Lingkungan Rumah Tangga yang 

Menimbulkan Luka Berat (Studi Putusan Nomor 388/Pid.Sus/ 

2024/PN.Bpp dan Studi Putusan Nomor 1017/Pid.Sus/2024/PN.Plg)” 

 
22Indonesia, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga , UU No. 23 

Tahun 2004, LN No. 95, TLN No. 4419. Ps. 44 ayat (2). 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijabarkan oleh 

penulis, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :  

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah 

tangga pada hukum positif di Indonesia? 

2. Bagaimana perlindungan hukum berupa pemulihan korban kekerasan fisik 

di lingkungan rumah tangga yang menimbulkan luka berat pada studi 

putusan 388/Pid.Sus/2024/PN.Bpp dan studi putusan Nomor 

1017/Pid.Sus/2024/PN.Plg? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijabarkan oleh 

penulis, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :  

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum pada korban 

tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada hukum positif di 

Indonesia. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum berupa 

pemulihan korban kekerasan fisik di lingkungan rumah tangga yang 

menimbulkan luka berat pada Studi Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN 

Bpp dan Putusan Nomor 1017/Pid.Sus/2024/PN.Plg. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian skripsi ini memiliki dua jenis manfaat yakni manfaat teoritis dan 

manfaat praktis, yaitu sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini akan memberikan manfaat dan kontribusi pada 

pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana terkait 

dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) serta dapat dijadikan 

bahan literatur bagi para peneliti yang sedang melakukan penelitian lebih 

lanjut pada kasus kekerasan dalam rumah tangga. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi hakim dan praktisi 

hukum lainnya dalam penyelenggaraan pelaksanaan pemulihan korban 

kekerasan fisik di lingkungan rumah tangga yang menimbulkan luka berat 

dan diharapkan juga agar berguna untuk penegak hukum dalam menegakan 

perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga sesuai 

dengan hukum positif di Indonesia. 

E. Ruang Lingkup 

Berdasarkan penjabaran isu dan masalah pada latar belakang maka 

ruang lingkup dalam penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum korban 

kekerasan fisik di lingkungan rumah tangga yang menimbulkan luka berat pada 

Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Bpp dan putusan nomor 

1017/Pid.Sus/2024/PN.Plg. 
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F. Kerangka Teori  

1. Teori Pertimbangan Hakim 

Menurut Lilik Mulyadi, pertimbangan hakim dalam memutus suatu 

perkara merupakan proses untuk menilai terpenuhinya unsur-unsur dari 

suatu tindak pidana. Pertimbangan ini bertujuan untuk menilai apakah 

perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sesuai dengan unsur delik yang 

didakwakan oleh penuntut umum, sehingga perkara tersebut memperoleh 

kejelasan hukum yang menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan 

putusan.23 

 Pertimbangan hakim merupakan dalil-dalil atau alasan-alasan yang 

dijadikan hakim sebagai pertimbangan hukum dan menjadi dasar dalam 

memutus suatu perkara. Menurut Mackenzie terdapat beberapa teori yang 

dijadikan acuan oleh majelis hakim dalam mempertimbangkan suatu 

perkara, yaitu sebagai berikut:24 

a. Teori Keseimbangan 

Keseimbangan pada teori ini adalah keseimbangan antara syarat-syarat 

yang ditentukan oleh Undang-Undang dan kepentingan pihak-pihak 

yang bersangkutan atau berkaitan dengan perkara. Keseimbangan yang 

dimaksud seperti keseimbangan dalam kepentingan antara pelaku dan 

 
23 Lilik Mulyadi, Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Pradilan, 

(Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 193. 
24 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, (Jakarta: 

Sinar Grafika, 2011), hlm. 105. 
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kepentingan korban atau kepentingan antara pihak tergugat dan 

penggugat dengan memastikan bahwa setiap putusan menciptakan 

keseimbangan antara kepentingan hukum dan nilai-nilai kemanusiaan.25 

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi 

Pada Teori ini keputusan hakim tidak semata-mata berdasarkan hukum 

dan aturan yang ketat, tetapi juga melibatkan elemen seni dan intuisi. 

Dalam pertimbangannya saat menjatuhkan suatu putusan, hakim harus 

menggunakan pengalaman, insting, dan empati untuk menangkap 

nuansa yang mungkin tidak tertangkap oleh Undang-Undang.26 

c. Teori Pendekatan Keilmuan 

Dasar dalam teori ini saat menjatuhkan pidana harus dilakukan dengan 

cara sistematis dengan menggunakan metode ilmiah dan analisis 

rasional dalam pertimbangannya. Pada saat memberikan pertimbangan 

dalam suatu perkara hakim harus mengandalkan data, bukti, dan 

argumen logis sehingga keputusan yang diambil bersifat objektif dan 

transparan. Dengan penelitian dan analisis yang sistematis dapat 

mengurangi bias dan menangani suatu perkara berlandaskan dengan 

fakta.27 

 

 
25 Ibid, hlm. 105.  
26 Ibid, hlm. 106.  
27 Ibid, hlm. 107.  
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d. Teori Pendekatan Pengalaman 

Pengalaman yang dimiliki hakim merupakan faktor penting dalam 

menangani kasus yang dihadapinya. Melalui pengalaman itu, hakim 

dapat memahami bagaimana keputusan yang diambil berdampak pada 

pelaku, korban, dan masyarakat. Pengalaman membantu hakim 

mengidentifikasi pola, memahami dinamika sosial, dan menilai karakter 

individu. Dengan demikian keputusan yang diambil tidak hanya 

didasarkan pada teori hukum tetapi juga pada realitas praktik yang ada, 

memungkinkan hakim untuk membuat putusan yang lebih tepat dan 

relevan dengan konteks kasus yang dihadapi.28 

e. Teori Ratio Decidendi 

Merujuk pada alasan hukum yang mendasari suatu putusan pengadilan, 

ratio decidendi merupakan prinsip atau aturan yang digunakan hakim 

untuk mencapai keputusan dalam suatu kasus. Teori ini berlandaskan 

pada prinsip filsafat yang mendalam, yang mempertimbangkan semua 

aspek terkait perkara dan mencari peraturan perundang-undangan yang 

relevan sebagai dasar hukum untuk membuat keputusan. Dengan kata 

lain teori ini menjelaskan dasar hukum yang digunakan hakim untuk 

menjustifikasi putusan.29 

 

 
28 Ibid, hlm. 107.  
29 Ibid, hlm. 108.  



18 

 

 

 

2. Teori Perlindungan Hukum 

Teori Perlindungan Hukum berakar dari pemikiran aliran hukum alam. 

Aliran ini berpandangan bahwa hukum berdasar dari tuhan yang bersifat 

abadi dan universal, dalam aliran ini terdapat pemahaman adanya hubungan 

antara hukum dan moral.30 Teori Perlindungan Hukum merupakan teori 

yang memfokuskan pemberian perlindungan hukum terhadap masyarakat. 

perlindungan hukum adalah upaya yang dilakukan oleh negara melalui 

lembaga-lembaga hukumnya untuk memberikan jaminan dan keamanan 

kepada individu atau kelompok dari tindakan yang melanggar hukum, 

merugikan, atau mengancam hak-hak mereka, dengan kata lain 

perlindungan hukum merupakan fungi hukum yaitu konsep hukum 

memberikan suatu kedamaian, kemanfaatan, kepastian, keadilan dan 

ketertiban. 

Adapun pendapat beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai 

berikut: 

a. Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum bertujuan untuk 

melindungi hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain dan 

perlindungan ini diberikan agar masyarakat  dapat menikmati semua 

hak-hak yang diakui oleh hukum serta negara juga berperan penting 

dalam melindungi masyarakat. Perlindungan hukum terhadap warga 

 
30 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Cet ke-8, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 53. 
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negaranya merupakan tanggung jawab negara untuk menjamin 

keadilan, keamanan, dan perlindungan sosial.31 

b. Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya 

untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang 

oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk 

mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan 

manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.32 

3. Teori Viktimologi 

Viktimologi berasal dari bahasa Latin yakni victima yang berarti korban 

dan logos yang berarti ilmu. Secara umum viktimologi merupakan cabang 

ilmu yang mengkaji tentang korban, termasuk faktor-faktor yang 

menyebabkan seseorang menjadi korban serta dampak yang ditimbulkan 

dari kejadian tersebut, yang semuanya dipandang sebagai bagian dari realita 

sosial dalam kehidupan manusia.33  

Menurut Arief Gosita, viktimologi adalah suatu bidang ilmu 

pengetahuan yang mempelajari proses terjadinya viktimisasi sebagai 

permasalahan manusia yang merupakan kondisi sosial dalam kehidupan 

 
31 Ibid., hlm. 54. 
32 Setiono, Supremasi Hukum, (Surakarta: UNS, 2004), hlm. 3 
33 Didik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara 

Norma dan Realita, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), hlm. 39. 
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masyarakat. Ilmu ini mencakup berbagai aspek yang berhubungan dengan 

korban, baik dalam kehidupan pribadi maupun kondisi sosialnya.34 

Menurut Barda Nawawi, korban kejahatan adalah seseorang yang 

mengalami kerugian karena dampak dari tindakan kriminal, atau yang 

merasakan gangguan terhadap rasa keadilan mereka secara langsung akibat 

pengalaman mereka sebagai sasaran dari kejahatan tersebut.35 

Teori Viktimologi ini merupakan pelengkap atau penyempurna dari 

teori-teori etimologi kriminal. Teori ini sangat berhubungan dengan teori 

krimonolgi, dimana Teori Kriminologi menyediakan kerangka untuk 

memahami kejahatan dari sudut pandang pelaku, faktor sosial, dan 

struktural sedangkan Teori Viktimologi melengkapi pandangan ini dengan 

menyoroti pengalaman korban, memberikan gambaran lengkap tentang 

dinamika kejahatan. 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian 

hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian 

yang dilakukan dengan meneliti sumber pustaka atau data sekunder yang 

sudah ada, sering kali disebut sebagai penelitian kepustakaan. Bahan utama 

 
34 Arief Gosita, Masalah Korban Kejahatan, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2002), hlm. 40. 
35 Muladi & Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, (Bandung: PT. Alumni, 

2007), hlm. 84.  
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dalam jenis penelitian ini berupa bahan hukum primer yakni terdiri dari 

norma dasar, ketentuan dasar, serta peraturan perundang-undangan. 

2. Pendekatan Penelitian  

Penelitian pada skripsi ini menggunakan beberapa metode pendekatan 

yaitu sebagai berikut : 

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), yaitu 

pendekatan yang digunakan terhadap berbagai peraturan hukum 

yang relevan dengan isu hukum yang dibahas. 

b. Pendekatan Kasus (Case Approach), yaitu pendekatan yang 

dilakukan dengan mengkaji dan meneliti kasus-kasus yang 

berhubungan dengan topik yang sedang dibahas, di mana kasus-

kasus tersebut telah menghasilkan putusan yang memiliki kekuatan 

hukum tetap.  

3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum 

Pada penelitian ini bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum 

primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. 

a. Bahan Hukum Primer 

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum 

Pidana, Lembaran Negara No. 127 Tambahan Lembaran Negara 

No. 1660 
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2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara No. 95 

Tambahan Lembaran Negara No. 4419 

3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan 

Saksi Dan Korban, Lembaran Negara No. 64 Tambahan Lembaran 

Negara No. 4635 

4) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 Tentang 

Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara No. 16 Tambahan 

Lembaran Negara No. 4604 

5) Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 

388/Pid.Sus/2024/PN.Bpp. 

6) Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 

1017/Pid.Sus/2024/PN.Plg.  

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang berfungsi untuk 

memberikan penjelasan, interpretasi, dan pemahaman yang lebih 

mendalam terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini 

meliputi literatur pendukung seperti jurnal, skripsi, tesis, dan disertasi 

hukum. 
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c. Bahan Hukum Tersier  

Bahan hukum tersier merupakan salah satu yang menjadi petunjuk 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder 

atau juga disebut sebagai bahan acuan bidang hukum dan rujukan 

bidang hukum contohnya seperti kampus hukum, ensiklopedia hukum, 

majalah hukum.36 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian skripsi ini menggunakan 

Studi Kepustakaan (library research). Data diperoleh dengan cara mengkaji 

dan menganalisis bahan-bahan hukum yang tersedia, seperti bahan hukum 

primer, sekunder, dan bahan hukum relevan lainnya dalam mencari jawaban 

dari masalah yang terdapat dalam penulisan skripsi ini. 

5. Analisis Bahan Hukum 

Dalam penelitian ini analisis bahan hukum menggunakan cara 

pendekatan kualitatif dengan memperoleh data deskriptif analisis, yaitu 

analisis terhadap penggunaan kalimat-kalimat yang menjelaskan atau 

mendeskripsikan pokok bahasan bertujuan menarik kesimpulan dari setiap 

permasalahan yang terdapat dalam tulisan ini, yaitu terkait analisis 

perlindungan hukum korban kekerasan fisik di lingkungan rumah tangga 

yang menimbulkan luka berat. 

 
36 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet Ke-3, (Jakarta: UI Pres, 2014), hlm. 

13  
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6. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan 

hasil akhir yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Proses penarikan 

kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan teknik berpikir induktif, 

yaitu penarikan kesimpulan dengan menarik dari hal-hal yang bersifat 

khusus menuju hal-hal yang bersifat umum.37 

 
37 Ibid. 
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